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ABSTRACT 

 

Siti Alika Az Zahra, 1910841014, Evaluation of the Implementation of 

Padang City Regional Regulation Number 2 of 2013 about Poverty 

Alleviation and Welfare Improvement. Department of Public 

Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, 

2024. Supervised by: Muhammad Ichsan Kabullah, S. IP, M.PA and 

Kusdarini, S. IP, M.PA. This thesis consist of 183 pages with references to the 

theory of 11 books, 3 books method, 2 thesis, 6 thesis, 19 journals, 5 

legislations, 1 reports, and 5 internet website. 

This research is motivated by the implementation of the Padang City Regional 

Regulation Number 2 of 2013 concerning Poverty Alleviation and Welfare 

Improvement which is carried out by the Poverty Reduction Coordination Team 

(TKPK) of Padang City as an extension of the regional government which aims to 

reduce poverty rates in Padang City. The number of poor people in Padang City 

has experienced increased and decreased over the past 5 years, with the role of the 

Poverty Reduction Coordination Team (TKPK) in implementing these regulations 

can help reduce the number of poor people and improve people’s welfare. 

This research is a qualitative study with a descriptive method type. supporting 

data collection through interviews with relevant informants selected based on 

purposive sampling informant selection techniques, in addition to other data 

collection using observation and documentation studies. The data analysis 

technique uses the method of Miles and Huberman. The theory used in this 

research is the Althaus policy evaluation theory which consists of 4 main 

variables, namely input, process, output, and outcome. 

The results of this research based on Padang City Regional Regulation Number 2 

of 2013 concerning Poverty Alleviation and Welfare Improvement have been 

running quite well but overall it is still not optimal. This can be seen from several 

aspects, in the input aspect of the data on the amount of funds owned by the 

Poverty Reduction Coordination Team (TKPK) coordinator is different from the 

data owned by the Padang City Housing and Settlement Area Office. In the 

process aspect, the human resources needed for the West Sumatra Health 

Assurance (JKSS) program need to be improved, in line with that the data 

collection method needs to be improved for the Uninhabitable Houses (RTLH) 

program. The output aspect that has not maximized the fulfillment of its targets, 

and the outcomes aspect that still has a negative impact. So that the Padang City 

Health Office and the Padang City Housing and Settlement Area Office as 

members of the Poverty Reduction Coordination Team (TKPK) who play a role in 

tackling poverty problems are expected to optimize the program implementation 

process, so that it meets the target and has a more significant impacts on the 

community. 
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ABSTRAK 

 

Siti Alika Az Zahra, 191084014, Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan 

dan Peningkatan Kesejahteraan, Departemen Administrasi Publik, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2024. Dimbimbing oleh: 

Muhammad Ichsan Kabullah, S. IP, M.PA dan Kusdarini, S. IP, M.PA. 

Skripsi ini terdiri dari 183 halaman dengan referensi 11 buku teori, 3 buku 

metode, 2 tesis, 6 skripsi, 19 jurnal, 5 Perundang-undangan, 1 laporan, dan 5 

website internet.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang 

Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan 

Kesejahteraan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK) Kota Padang sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang 

bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Kota Padang. Jumlah masyarakat 

miskin di Kota Padang mengalami kenaikan dan penurunan selama 5 tahun 

terakhir, dengan adanya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

(TKPK) dalam melaksanakan peraturan tersebut dapat membantu jumlah 

masyarakat miskin serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis metode deskriptif. 

pengumpulan data penunjang penelitian melalui wawancara dengan informan 

terkait yang dipilih berdasarkan teknik pemilihan informan purpossive sampling, 

selain itu pengumpulan data lainnya menggunakan observasi dan studi 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode dari Miles dan 

Huberman. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori evaluasi 

kebijakan Althaus yang terdiri dari 4 variabel utama yaitu input, process, output, 

dan outcome. 

Hasil dari penelitian ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 

Tahun 2013 sudah berjalan cukup baik namun secara keseluruhan masih belum 

maksimal. Hal itu dapat dilihat pada aspek input data jumlah dana yang dimiliki 

koordinator TKPK berbeda dengan data yang dimiliki oleh Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, pada aspek process sumber daya 

manusia yang dibutuhkan untuk program JKSS perlu ditingkatkan, selaras dengan 

hal itu metode pendataan perlu ditingkatkan untuk program RTLH, aspek output 

yang belum maksimal pemenuhan targetnya, dan aspek outcomes yang masih 

memiliki dampak negatif. Sehingga dari Dinas Kesehatan Kota Padang dan Dinas 

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Padang sebagai anggota Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang beperan dalam 

menanggulangi masalah kemiskinan diharapkan dapat mengoptimalisasi proses 

pelaksanaan program agar memenuhi target serta memberikan dampak yang lebih 

signifikan bagi masyarakat.  

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan 

Kesejahteraan 


